
BAB V 

PENUTUP 

5.1   Kesimpulan 

1. Pelaksanaan peran komisi kode etik profesi polri di lingkungan Polda 

Gorontalo belum terlaksana secara maksimal, hal itu terlihat dari adanya 

kasus pelanggaran kode etik pada Polda Gorontalo sejumlah 23 

kasus,dengan 12 kasus yang telah selesai disidangkan, dan terdapat 11 

kasus pelanggaran kode etikprofesi polri yang masih menunggak. 

Tunggakan kasus tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Bidang 

Propam khususya komisi kode etik profesi polri untuk menyelesaikannya 

sehingga tidak menjadi catatan negatif bagi penyelenggaraan penegakan 

kode etik profesi dilingkungan Polda Gorontalo. 

2. Faktor penghambat pelaksanaan peran komisi kode etik profesi polri di 

lingkungan Polda Gorontalo meliputi; pertama,  faktor hukumnya sendiri 

dengan adanya pengaturan yang berbeda tentang komisioner komisikode 

etik profesi polri yang disesuaikan dengan kepangkatan pelanggar kode 

etik profesi polri, kedua, faktor penegak kode etik (komisikode etik 

profesi polri) Polda Gorontalo, dimana ketersediaan sumber daya manusia 

yang mempuni dengan kompetensi dan kapasitas dalam pelaksanaan tugas 

komisi kode etik profesi polri yang belum memadai dengan terlihat dari 

hanya terdapat satu orang komisioner yang memiliki sertifikasi sebagai 

komisioner. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas, salah satunya kurangnya 

anggaran bagi komisioner untuk mengikuti pendidikan yang berkaitan 



dengan peningkatan kapasitas dalam hal pemeriksaan pelanggaran kode 

etik profesi Polri. Keempat, faktor anggota terperiksa yang kurang 

kooperatif dalam mengikuti proses pemeriksaan yang dilakukan oleh 

komisi kode etik profesi polri dilingkungan Polda Gorontalo. Kelima, 

Faktor kebudayaan, dimana adanya budaya di lingkungan polri tentang 

kesatuan korps dan kesamaan pangkat yang saling menjaga dan 

melindungi, yang dalam konteks pemeriksaan dapat menjadi penghambat 

karena ketentuan anggota komisi kode etik profesi polri yang juga 

memiliki kepangkatan yang sama dengan terperiksa. 

5.2   Saran 

1. Perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi komisioner 

komisi kode etik polri di lingkungan Polda Gorontalo misalnya 

mengikutsertakan seluruh anggota komisioner komisi kode etik profesi 

polri pada Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) sehingga memiliki 

sertifikasi sebagai komisioner; 

2. Perlu dialokasikan anggaran bagi komisioner untuk mengikuti kegiatan 

peningkatan kompetensi dan kapsitas pada program di PTIK dan 

sertifikasi sebagai pemeriksa pada komisi kode etik profesi polri; 

3. Perlu dipertimbangkan tentang perbaikan substansi perkap khususnya 

yang megatur tentang struktur keanggotaan komisi kode etik profesi polri 

agar tidak adanya pembedaan komisioner komisi kode etik sebagaimana 

yang selama ini telah berjalan; 



4. Perlu dilakukan kegiatan yang intens terkait dengan pengetahuan dan 

pemahaman kode etik profesi polri sebagai ruh dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi polri sebagai pengayom masyarakat, sehingga dapat menekan 

angka pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian di 

lingkungan Polda Gorontalo; 

5. Perlu dibuatkan hukum acara atau paling tidak tata cara yang lebih detail 

tentang pelaksanaan tugas dan kewengan komisi kode etik polri, termasuk 

tentang masa waktu atau jangka waktu penyelesaian kasus yang diperiksa, 

sehingga dapat menekan adanya kasus yang tertunggak hingga bertahun-

tahun.   
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